Tata Kelola Kebijakan Desa

Latar Belakang Kebijakan Desa

Kebijakan desa merupakan instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan dan
pelayanan publik di tingkat desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Kewenangan ini

mencakup penyusunan kebijakan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Namun, penyusunan dan implementasi kebijakan desa seringkali menghadapi berbagai
tantangan, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan
kurangnya partisipasi masyarakat. Tanpa tata kelola yang baik, kebijakan desa dapat menjadi
tidak efektif dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, tata kelola kebijakan
desa yang baik menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat

diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengertian Kebijakan Desa

Kebijakan desa adalah seperangkat aturan, program, dan tindakan yang dirumuskan oleh
pemerintah desa untuk mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di
tingkat desa. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur,

peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik.
Maksud dan Tujuan Kebijakan Desa
1. Maksud Kebijakan Desa

Kebijakan desa dimaksudkan untuk mengarahkan pembangunan dan pelayanan publik di
tingkat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Ini termasuk menciptakan
lingkungan yang kondusif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

pembangunan yang berkelanjutan.

2. Tujuan Kebijakan Desa

o Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Kebijakan desa bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program pembangunan
dan pemberdayaan.

o Mendorong Pembangunan yang Berkelanjutan: Kebijakan desa bertujuan untuk

memastikan bahwa pembangunan desa berjalan secara berkelanjutan, dengan



memperhatikan keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan
lingkungan.

o Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Kebijakan desa bertujuan untuk
melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan.

o Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Kebijakan desa bertujuan untuk
menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber

daya desa.

Fungsi Kebijakan Desa

1.

Fungsi Perencanaan; Kebijakan desa berfungsi sebagai alat perencanaan untuk
mengarahkan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Ini
termasuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Fungsi Pengaturan; Kebijakan desa berfungsi untuk mengatur berbagai aspek
pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa, sehingga setiap kegiatan dapat
dilakukan secara teratur dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi Pengawasan; Kebijakan desa berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan program
dan penggunaan anggaran desa, sehingga dapat mencegah penyimpangan dan
memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Fungsi Pemberdayaan; Kebijakan desa berfungsi untuk memberdayakan masyarakat
melalui berbagai program pelatihan, pendidikan, dan pendampingan, sehingga

masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Manfaat Kebijakan Desa

1.

Manfaat bagi Masyarakat

o Meningkatkan kualitas hidup melalui program-program pembangunan dan
pemberdayaan.

o Meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap program
pembangunan.

o Meningkatkan akses terhadap pelayanan publik dan fasilitas umum.

2. Manfaat bagi Pemerintah Desa

o Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan.
o Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya
desa.

o Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.



3.

Peran

1.

Peran

Manfaat bagi Pembangunan Nasional

o Mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa.
o Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.
o Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan

stabilitas sosial.

Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Kebijakan Desa

Penyusunan Kebijakan Desa; Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyusun
kebijakan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Ini termasuk
mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, dan menyusun program-program
pembangunan.

Implementasi Kebijakan Desa; Pemerintah desa harus memastikan bahwa kebijakan
desa diimplementasikan secara efektif dan efisien. Ini termasuk mengkoordinasikan
berbagai pihak, mengalokasikan anggaran, dan memantau pelaksanaan program.
Pengawasan dan Evaluasi; Pemerintah desa harus mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan desa untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pelibatan Masyarakat, Pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan desa. Ini termasuk mengadakan

musyawarah desa dan forum diskusi untuk mendengar aspirasi masyarakat.

Masyarakat dalam Tata Kelola Kebijakan Desa

. Partisipasi Aktif, Masyarakat harus terlibat aktif dalam proses perencanaan dan

pengawasan kebijakan desa. Ini termasuk memberikan masukan, menghadiri musyawarah
desa, dan berpartisipasi dalam program pemberdayaan.

Pengawasan Masyarakat; Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas terhadap
pelaksanaan kebijakan desa. Jika terdapat indikasi penyimpangan atau inefisiensi,
masyarakat dapat melaporkan kepada pemerintah desa atau pihak berwenang.
Pemanfaatan Program Pembangunan; Masyarakat harus memanfaatkan program-
program pembangunan yang disediakan oleh pemerintah desa, seperti pelatihan,
pendidikan, dan pendampingan, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
Edukasi dan Sosialisasi; Masyarakat dapat berperan dalam mengedukasi sesama warga
tentang pentingnya kebijakan desa dan cara berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Ini dapat dilakukan melalui kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, atau

media lokal.



Kesimpulan

Tata kelola kebijakan desa yang baik merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan desa
yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan peran aktif dari pemerintah desa dan partisipasi
masyarakat, kebijakan desa dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup,
memberdayakan masyarakat, dan menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, tata
kelola kebijakan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan desa untuk menciptakan

lingkungan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif bagi semua.



